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di

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon
Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

B. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut pada huruf A, disampaikan

hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a dan huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan :



a

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a melakukan pencegahan dan penindakan di
wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses
Pemilu;

mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota, yang terdiri atas: 2. Pencalonan yang berkaitan dengan
persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota,”

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan :

(1)

(2)

Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil
negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha
milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus
memenuhi persyaratan. b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat

desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali:”

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang
menyatakan :

(1)

(2)

Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah,wakil kepala daerah,
aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan
pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan
lain yang anggarannya bersumber darj keuangan negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf bangka 6 huruf a) melalyi Partai Politik Peserta
Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal
Calon.

Dalam hal keputusan pemberhentian Sebagaimana dimaksy

dpada a
diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahican: pada ayat (1) belum

aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasiona/ Indonesia, anggota Kepolis '
; b o ' isian

Negara Republik Indonesia, irks; komisaris, dewan pengawas dan k
' aryawan



pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan
lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;dan

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan
pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan
rancangan DCT.

(4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana di= maksud pada
ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat
lagi mengajukan penggantian calon.

Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang

menyatakan .

(1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau
anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu
menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau
anggota badan permusyawaratan desa, dan

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan
pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

(3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan
rancangan DCT.

(4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemjy, tidak dapat
lagi mengajukan penggantian calon.

Berdasarkan Lampiran | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023

Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar

Calon Tetap Anggota Dewan. Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa

Tahapan Pencermatan Rancangan DCT dilaksanakan pada tanggal 24 g
2023 s.d 3 Oktober 2023. s



6. Berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Agam Nomor : 279/PM.00.02/K.SB-
01/06/2023 Tanggal 23 Juni 2023 Perihal Penyampaian Hasil Pengawasan
menjelsakan bahwa ‘Bawas/u Kabupaten Agam menyampaikan hasil pengawasan
terhadap beberapa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam terindikasi pekerjaan
sebagai ASN, TNI, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa”

C. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan hasil pengawasan,

Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam menghimbau kepada

Partai Politik agar memperhatikan keterpenuhan syarat administrasi persyaratan Bakal

Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam yang terindikasi memiliki pekerjaan sebagai ASN,

Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa untuk menyampaikan

keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan

DCT.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
e —
H,

Tembusan

1 Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2 Arsip



